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Evaluasi; . . .

. . Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
Kebijakan; Pengentasan . . e . .
Kemiskinan: dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa

Lamunga telah berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti
ketepatan sasaran penerima manfaat yang masih perlu ditingkatkan, rendahnya
kepatuhan terhadap kondisi kewajiban pendidikan dan kesehatan, serta
keterbatasan pendamping dalam melakukan monitoring dan pembinaan. Faktor
pendukung pelaksanaan program meliputi koordinasi yang baik antara
pendamping PKH dengan pemerintah desa dan puskesmas, serta kesadaran
sebagian penerima manfaat terhadap pentingnya pemenuhan komponen
pendidikan dan kesehatan. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan akses
transportasi, rendahnya literasi keuangan, serta masih adanya pemahaman yang
keliru di masyarakat tentang tujuan program. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat, peningkatan intensitas
pendampingan, serta penguatan sosialisasi program kepada masyarakat.

Perlindungan Sosial;

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan besar bagi
Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, salah
satunya melalui program perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial
bagi masyarakat miskin dan rentan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu
program unggulan pemerintah di bidang perlindungan sosial yang telah berjalan sejak tahun
2007. PKH memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan dengan
syarat penerima manfaat harus memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan.
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan finansial jangka pendek, tetapi juga
mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara
berkelanjutan.

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat
juga menghadapi tantangan kemiskinan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2023 mencapai 13,2%,
masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan Pemerintah Pusat mengimplementasikan
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berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk PKH. Desa Lamunga, Kecamatan
Taliwang, merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah penerima
PKH yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat,
terdapat 127 keluarga penerima manfaat PKH di Desa Lamunga pada tahun 2024.

Evaluasi terhadap pelaksanaan PKH di tingkat desa sangat penting untuk mengetahui
sejauh mana program ini mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi yang komprehensif dapat
mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
program, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program di masa
mendatang. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan, evaluasi pelaksanaan PKH mencakup aspek ketepatan sasaran, kepatuhan
penerima manfaat terhadap kondisi kewajiban, serta efektivitas pendampingan dan pembinaan.

Berbagai penelitian tentang evaluasi PKH telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
Penelitian oleh Rahmawati dan Suryani (2022) menunjukkan bahwa faktor koordinasi dan
pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi PKH di tingkat desa. Penelitian oleh
Nugroho dan Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa ketepatan sasaran masih menjadi kendala
utama dalam pelaksanaan PKH di berbagai daerah, dengan masih ditemukannya penerima
manfaat yang tidak tepat sasaran. Sementara penelitian oleh Kusuma dan Pertiwi (2023)
menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang tujuan program
menjadi hambatan dalam mencapai kepatuhan penerima manfaat terhadap kondisi kewajiban.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus evaluasi pelaksanaan PKH di Desa
Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang belum banyak diteliti
sebelumnya. Desa Lamunga memiliki karakteristik sebagai desa dengan tingkat kemiskinan yang
cukup tinggi dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas.
Penelitian ini juga mengisi kesenjangan pengetahuan tentang implementasi program
perlindungan sosial di wilayah Sumbawa Barat yang memiliki dinamika sosial dan geografis
yang spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan
di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; (2) mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH; dan (3) merumuskan
rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan PKH di Desa Lamunga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pelaksanaan
PKH dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Lamunga. Metode evaluatif digunakan
untuk menilai sejaun mana program mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan: (1) Desa
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Lamunga merupakan salah satu desa dengan jumlah penerima PKH yang signifikan di
Kabupaten Sumbawa Barat; (2) tingkat kemiskinan di Desa Lamunga masih relatif tinggi; (3)
akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di desa ini masih terbatas; dan (4) belum
adanya penelitian tentang evaluasi PKH di desa tersebut. Penelitian berlangsung selama 4 bulan,
yaitu dari Januari hingga April 2026.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki
pengetahuan dan Kketerlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH di Desa Lamunga; (2)
memahami dinamika implementasi program di tingkat desa; dan (3) bersedia memberikan
informasi secara sukarela. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 13 orang yang terdiri
dari: pendamping PKH Desa Lamunga, Kepala Desa Lamunga, petugas Puskesmas Taliwang,
perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, serta 9 orang Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) PKH dengan berbagai kategori (ibu hamil, balita, anak sekolah, dan lansia).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman
wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan
perspektif informan terkait pelaksanaan PKH. Observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung proses pendampingan, kegiatan pertemuan kelompok, serta kondisi sosial ekonomi dan
akses layanan pendidikan dan kesehatan di Desa Lamunga. Dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan PKH, data
penerima manfaat, dan data pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga
tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Validitas
data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Triangulasi metode
dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member
checking dilakukan dengan mengkonfirmasikan temuan penelitian kepada informan untuk
memastikan akurasi interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pelaksanaan PKH di Desa Lamunga

Program Keluarga Harapan di Desa Lamunga telah berjalan sejak tahun 2015 dan hingga
saat ini terus berlanjut dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami fluktuasi seiring
dengan mekanisme pemutakhiran data. Berdasarkan data dari pendamping PKH Desa Lamunga,
pada tahun 2024 terdapat 127 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai
dusun di Desa Lamunga. KPM tersebut terdiri dari berbagai komponen, yaitu ibu hamil, balita,
anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA), serta lansia dan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan PKH di Desa Lamunga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Sosial, dengan pendamping PKH sebagai ujung tombak pelaksanaan program di
tingkat desa. Pendamping PKH bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data penerima
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manfaat, memberikan pembinaan dan motivasi kepada KPM, memonitor kepatuhan terhadap
kondisi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melaporkan perkembangan
pelaksanaan program kepada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

Evaluasi Pelaksanaan PKH di Desa Lamunga

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Lamunga mencakup tiga
aspek utama, yaitu Kketepatan sasaran, kepatuhan penerima manfaat, dan efektivitas
pendampingan.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan aspek penting dalam evaluasi PKH. Program ini ditargetkan
untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara umum, penetapan sasaran PKH di Desa Lamunga telah dilakukan
melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur, yaitu melalui pendataan yang dilakukan oleh
pendamping PKH dengan berpedoman pada data terpadu kesejahteraan sosial. Namun demikian,
masih terdapat beberapa kendala dalam hal ketepatan sasaran.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH mengungkapkan bahwa proses verifikasi data
calon penerima manfaat seringkali menghadapi kesulitan karena adanya perubahan kondisi sosial
ekonomi yang cepat di masyarakat. Beberapa keluarga yang sebelumnya tergolong miskin
mungkin telah mengalami peningkatan ekonomi, sementara keluarga lainnya yang belum terdata
justru mengalami penurunan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masih adanya KPM yang
seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan, dan sebaliknya ada keluarga miskin yang
belum terdata sebagai penerima PKH.

Kendala lain dalam ketepatan sasaran adalah keterbatasan akses ke beberapa wilayah di
Desa Lamunga yang sulit dijangkau, terutama pada musim hujan. Hal ini menyulitkan
pendamping PKH untuk melakukan verifikasi data secara langsung dan akurat. Selain itu, masih
adanya KPM yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti Kartu Keluarga
dan KTP, menjadi kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendamping PKH, dari 127 KPM yang terdaftar,
sekitar 8% atau sekitar 10 keluarga dinilai kurang tepat sasaran karena beberapa alasan, seperti
kondisi ekonomi yang sudah membaik, atau kepemilikan aset yang seharusnya menggugurkan
status sebagai keluarga miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan
dalam mekanisme verifikasi dan validasi data.

Kepatuhan Penerima Manfaat

Kepatuhan penerima manfaat terhadap kondisi kewajiban di bidang pendidikan dan
kesehatan merupakan inti dari program PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhan KPM di Desa Lamunga masih bervariasi, dengan rata-rata kepatuhan mencapai sekitar
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72%. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 28% KPM yang belum sepenuhnya
memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Kepatuhan di bidang pendidikan menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan dengan
bidang kesehatan. Berdasarkan data dari pendamping PKH, kepatuhan komponen anak sekolah
mencapai 78%, dengan tingkat kepatuhan tertinggi pada komponen anak SD (85%) dan terendah
pada komponen anak SMA (65%). Rendahnya kepatuhan pada jenjang SMA disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain: biaya pendidikan yang lebih tinggi yang tidak sepenuhnya
ditanggung oleh bantuan PKH, jarak sekolah yang lebih jauh sehingga memerlukan biaya
transportasi tambahan, serta adanya kecenderungan anak untuk bekerja atau menikah muda.

Kepatuhan di bidang kesehatan menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu rata-rata
62%. Untuk komponen ibu hamil, kepatuhan dalam melakukan kunjungan antenatal care (ANC)
minimal 4 kali mencapai 65%, sementara untuk balita, kepatuhan dalam melakukan
penimbangan dan imunisasi mencapai 60%. Rendahnya kepatuhan di bidang kesehatan
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: jarak yang jauh ke puskesmas atau posyandu,
keterbatasan biaya transportasi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan
kesehatan secara rutin, serta kepercayaan dan praktik tradisional yang masih kuat di masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa KPM mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka
tidak rutin memeriksakan kehamilan atau balita karena keterbatasan waktu dan biaya, serta
karena menganggap bahwa kehamilan dan kesehatan anak adalah hal yang alami yang tidak
memerlukan pemeriksaan rutin. Sikap ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi yang
lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan untuk mencegah
stunting dan masalah kesehatan lainnya.

Efektivitas Pendampingan

Pendampingan merupakan komponen penting dalam PKH yang bertujuan untuk
memastikan bahwa KPM memahami tujuan program, memenuhi kewajiban yang ditetapkan,
serta dapat memanfaatkan bantuan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pendampingan PKH di Desa Lamunga telah berjalan, namun
masih menghadapi berbagai kendala.

Pendamping PKH di Desa Lamunga bertugas untuk melakukan kunjungan rumabh,
pertemuan kelompok, serta pendampingan dalam pemenuhan kewajiban pendidikan dan
kesehatan. Setiap bulannya, pendamping melakukan kunjungan ke 127 KPM yang tersebar di
Desa Lamunga. Namun demikian, dengan keterbatasan waktu dan akses, intensitas
pendampingan yang diberikan belum optimal. Pendamping hanya dapat mengunjungi setiap
KPM rata-rata 1-2 kali dalam sebulan, sementara idealnya pendampingan dilakukan secara lebih
intensif.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH mengungkapkan bahwa salah satu kendala
utama dalam pendampingan adalah keterbatasan akses transportasi, terutama ke wilayah yang
sulit dijangkau. Pendamping harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan sewa untuk
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mengunjungi KPM di wilayah terpencil, yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu, jumlah KPM yang besar dengan berbagai komponen yang berbeda membuat
pendamping kewalahan dalam memberikan pembinaan yang mendalam dan personalisasi.

Pendamping juga berperan dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan
dan Kkesehatan, serta membantu KPM dalam menyusun perencanaan keuangan untuk
memanfaatkan bantuan PKH secara optimal. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa
KPM masih menggunakan bantuan PKH untuk konsumsi sehari-hari, tanpa mempertimbangkan
tujuan jangka panjang untuk pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman KPM tentang tujuan program masih perlu ditingkatkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PKH
Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PKH di Desa
Lamunga meliputi:

1. Koordinasi yang baik antara pendamping PKH dengan pemerintah desa: Kepala Desa
Lamunga menunjukkan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan PKH, termasuk
dalam hal penyediaan data dan informasi serta fasilitasi pertemuan kelompok.

2. Kerjasama dengan puskesmas: Adanya kerjasama antara pendamping PKH dengan
petugas puskesmas membantu dalam mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan
kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi balita.

3. Kesadaran sebagian KPM: Beberapa KPM telah menyadari pentingnya pemenuhan
kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan, yang tercermin dari kepatuhan yang
mereka tunjukkan.

4. Adanya sistem pemantauan: Penggunaan aplikasi berbasis digital untuk memonitor
kepatuhan KPM membantu pendamping dalam melakukan pelacakan dan intervensi
secara lebih efektif.

5. Dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat: Dinas Sosial secara rutin
melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pendamping PKH untuk memastikan
pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prosedur.

Faktor Penghambat

Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di Desa Lamunga

meliputi:

1. Keterbatasan akses transportasi: Akses ke beberapa wilayah di Desa Lamunga sulit
dijangkau, terutama pada musim hujan, sehingga menghambat pendampingan dan
verifikasi data.

2. Rendahnya literasi keuangan: Sebagian besar KPM memiliki pemahaman yang rendah
tentang pengelolaan keuangan, sehingga bantuan PKH cenderung digunakan untuk
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konsumsi jangka pendek dan tidak untuk investasi pendidikan dan kesehatan jangka
panjang.

3. Pemahaman yang keliru tentang tujuan program: Masih ada KPM yang menganggap
PKH sebagai bantuan tunai biasa tanpa kewajiban, sehingga tidak memenuhi kondisi
yang ditetapkan.

4. Keterbatasan sumber daya pendamping: Satu pendamping harus melayani 127 KPM,
yang menyebabkan pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal dan
mendalam.

5. Stigma sosial: Sebagian KPM merasa malu menerima bantuan PKH karena adanya
stigma dari masyarakat, yang menyebabkan mereka enggan untuk aktif dalam kegiatan
kelompok.

6. Keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan: Jarak yang jauh ke puskesmas
dan sekolah, terutama untuk pendidikan menengah atas, menjadi kendala bagi KPM
dalam memenuhi kewajiban.

7. Perubahan status sosial ekonomi: Beberapa keluarga yang sebelumnya miskin telah
mengalami peningkatan ekonomi, namun masih menerima PKH, sementara keluarga
lain yang miskin belum terdata.

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan KPM

Meskipun masih terdapat berbagai kendala, pelaksanaan PKH di Desa Lamunga telah
memberikan dampak positif bagi KPM. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa KPM,
bantuan PKH membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan biaya
sekolah anak. Beberapa KPM juga menyatakan bahwa PKH memberikan motivasi untuk lebih
memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, karena mereka menyadari bahwa bantuan ini
bersyarat.

Dampak lain yang dirasakan adalah meningkatnya partisipasi anak di sekolah. Beberapa
orang tua menyatakan bahwa bantuan PKH membantu mereka dalam membayar iuran sekolah,
membeli seragam, dan buku. Hal ini sejalan dengan tujuan PKH untuk meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan anak dari keluarga miskin. Di bidang kesehatan, beberapa ibu hamil
menyatakan bahwa mereka menjadi lebih rutin memeriksakan kehamilan karena adanya
kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun demikian, dampak PKH belum sepenuhnya optimal untuk mencapai pengentasan
kemiskinan jangka panjang. Beberapa KPM masih tetap berada dalam kondisi kemiskinan
meskipun telah menerima bantuan selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PKH
perlu didukung oleh program-program lain yang bersifat pemberdayaan ekonomi, seperti
pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan ekonomi lainnya.
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Analisis Pelaksanaan PKH Berdasarkan Teori Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan kerangka teori evaluasi kebijakan, pelaksanaan PKH di Desa Lamunga dapat
dianalisis dari beberapa dimensi. Dari dimensi efektivitas, program ini telah mencapai sebagian
tujuannya, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, namun
masih belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Dari dimensi
efisiensi, program ini masih menghadapi kendala dalam hal pendistribusian bantuan dan
pendampingan karena keterbatasan sumber daya. Dari dimensi ketepatan sasaran, program ini
masih memiliki kekurangan dalam hal verifikasi data. Dari dimensi responsivitas, program ini
telah merespons kebutuhan dasar KPM, namun belum sepenuhnya merespons kebutuhan
pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Teori implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975) juga relevan dalam
menganalisis pelaksanaan PKH. Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa sosialisasi program
kepada KPM masih perlu ditingkatkan. Dimensi sumber daya menunjukkan keterbatasan sumber
daya pendamping dan akses transportasi. Dimensi disposisi menunjukkan bahwa sebagian KPM
belum memiliki sikap yang mendukung terhadap tujuan program. Dimensi struktur birokrasi
menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak terkait telah berjalan, namun masih perlu
ditingkatkan.

Implikasi dari analisis ini adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas PKH, diperlukan
perbaikan di semua dimensi tersebut, dengan fokus pada penguatan pendampingan, peningkatan
pemahaman KPM, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama,
diperlukan penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkala untuk
memastikan ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah
desa dan sistem data terjadi kesejahteraan sosial. Kedua, diperlukan peningkatan intensitas
pendampingan melalui penambahan jumlah pendamping PKH dan peningkatan kapasitas mereka
dalam melakukan pembinaan dan edukasi. Ketiga, diperlukan penguatan sosialisasi program
kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan dan kewajiban PKH.
Keempat, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas fasilitas serta program jemput bola. Kelima, diperlukan pengintegrasian
PKH dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya untuk mendorong kemandirian ekonomi
KPM dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga
Harapan di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat secara umum telah
berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala. Ketepatan sasaran masih menjadi perhatian
dengan masih adanya KPM yang kurang tepat sasaran dan keluarga miskin yang belum terdata.
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Kepatuhan KPM terhadap kondisi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan mencapai rata-
rata 72%, dengan kepatuhan bidang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan bidang
kesehatan. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH telah berjalan, namun
intensitas dan kualitasnya masih terbatas karena keterbatasan sumber daya dan akses.
Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PKH meliputi koordinasi yang baik antara
pendamping dengan pemerintah desa dan puskesmas, serta kesadaran sebagian KPM. Sementara
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PKH meliputi keterbatasan akses transportasi,
rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang tujuan program, keterbatasan sumber daya
pendamping, stigma sosial, dan keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat,
peningkatan intensitas pendampingan, penguatan sosialisasi program, peningkatan akses layanan
pendidikan dan kesehatan, serta pengintegrasian PKH dengan program pemberdayaan ekonomi.
Upaya peningkatan efektivitas PKH di Desa Lamunga memerlukan pendekatan yang
komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah, pendamping, dan masyarakat.
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